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1. Unit Kerja/Pihak Terkait 

Unit Kerja/Pihak yang terkait dengan Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

(SOP) adalah seluruh Unit Kerja di ITB, meliputi: 

a. Majelis Wali Amanat 

b. Senat Akademik 

c. Sekretaris Institut 

d. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan 

e. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya 

f. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

g. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan 

h. Fakultas/Sekolah, dan 

i. Unit Kerja Pendukung (UKP) di lingkungan ITB 

 

2. Maksud dan Tujuan 

Maksud Penyusunan Pedoman Prosedur Operasional Standar ini adalah untuk 

memberikan panduan kepada seluruh unit kerja di lingkungan ITB dalam 

mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, 

memonitor serta mengevaluasi POS sesuai dengan tugas dan fungsi guna 

tercapai: 

a. Setiap Unit Kerja sampai dengan unit terkecil memiliki POS-nya masing-

masing. 

b. POS yang dihasilkan menjadi standarisasi baku dalam penyelesaian satu jenis 

kegiatan. 

c. Dapat menyempurnakan proses penyelenggaraan operasional kegiatan. 

d. Ketertiban dalam penyelenggaraan operasional kegiatan. 

e. Peningkatan kualitas pelayanan. 

 

3. Ruang Lingkup 

Pedoman ini meliputi Jenis, Format, Dokumen, Penyusunan, Penetapan, 

Monitoring dan Evaluasi, serta pengembangan POS.  

 

4. Referensi 

Referensi yang digunakan dalam pedoman Penyusunan Prosedur Operasional 

Standar ini adalah:  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses 

Bisnis Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Rektor No. 624A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi 

dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah 
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Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

ITB; 

5. Peraturan Rektor No. 1363/IT1.A/PER/TU/2020 tentang Perubahan 

Pertama Atas Peraturan Rektor ITB Nomor 054a/PER/IT1.A/TU/2020 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi 

Bandung. 

  

5. Pengertian 

a. Institut Teknologi Bandung selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan 

Tinggi Negeri Badan Hukum. 

b. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi 

pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, 

dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam 

kedinasan. 

c. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan 

yang dibuat dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di 

Lingkungan Institut Teknologi Bandung. 

d. Pejabat yang berwenang adalah pegawai Institut Teknologi Bandung yang 

diberikan kedudukan untuk menjalankan tugas tertentu sesuai ketentuan. 

e. Prosedur Operasional Standar selanjutnya disingkat POS adalah 

serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan suatu kegiatan dilaksanakan. 

 

6. Syarat dan Ketentuan 

Prosedur Operasional Standar adalah seperangkat instruksi langkah demi 

langkah yang disusun oleh sebuah organisasi untuk membantu pegawai 

melakukan operasi rutin yang kompleks. POS bertujuan untuk mencapai 

efisiensi, menjamin keseragaman kinerja baik dari sisi mutu, waktu dan 

prosedur, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas sekaligus 

mengurangi resiko kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. 

POS dibuat untuk menjadi pedoman bagi para pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaan. Dalam penyusunan POS harus memiliki prinsip-prinsip antara lain: 

a. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus 

mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai bahkan bagi 

seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya. 

b. Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus 

merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses 

pelaksanaan tugas. 

c. Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan 

prosedur-prosedur standar lain yang terkait. 

d. Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan 

mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur 

pencapaian keberhasilannya. 
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e. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang 

berkembang dalam penyelenggaraan administrasi. 

f. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. Prosedur-prosedur 

yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna 

(customer’s needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada 

pengguna. 

g. Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi 

ketentuan dan peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

h. Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan 

oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan 

dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai atau pelaksana dari 

kemungkinan tuntutan hukum.  

i. Terdokumentasi. POS perlu dibuat dalam bentuk dokumen baik digital 

maupun dalam bentuk cetak, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi setiap 

pegawai dalam melakukan pekerjaannya. 

 

7. Jenis POS 

POS di ITB terdiri dari 2 jenis, yaitu POS Lintas Unit Kerja dan POS Internal Unit 

Kerja.  

a. POS Lintas Unit Kerja merupakan POS makro dengan cakupan dan kegiatan 

yang mencakup beberapa POS Mikro yang mencerminkan bagian dari POS 

tersebut. POS Makro tidak mencerminkan kegiatan yang dilakukan oleh 

pelaksananya. POS Lintas Unit kerja ditandatangani oleh Pimpinan Unit 

Kerja, Pimpinan Unit Kerja yang menangani urusan organisasi, dan Wakil 

Rektor yang menangani urusan bidang organisasi. Format penyusunan POS 

Lintas Unit Kerja direkomendasikan untuk mengikuti format diagram alur 

pada Permenpan No 35 tahun 2012 yang bentuknya lebih sederhana, 

seperti contoh pada gambar 1 dibawah ini. 
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Gambar 1: Format Diagram Alir 

Keterangan: 

- Diagram Alur hanya menggunakan 5 simbol yaitu 4 simbol dasar flowchart 
dan 1 simbol penghubung ganti halaman, kelima simbol yang digunakan 
adalah sebagai berikut. 
1. Simbol Kapsul (     ) untuk mendekripsikan kegiatan mulai dan 

berakhir. 
2. Simbol Kotak/Proses (      ) untuk mendeskripsikan proses atau 

kegiatan eksekusi. 
3. Simbol Belah Ketupat/Decision (     ) untuk mendeskripsikan kegiatan 

pengambilan keputusan. 
4. Simbol anak panah/ arrow (      ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan. 
5. Simbol segilima/off-Page Connector (      ) untuk mendeskripsikan 

hubungan antar simbol yang berbeda halaman. 
- Langkah Kegiatan dijabarkan dengan menggunakan kata kerja aktif 

(menggunakan kata kerja tanpa subyek) dengan demikian banyak simbol 
yang tidak dipergunakan seperti simbol pendokumentasian, simbol 
persiapan, dan lain-lain. 

- Pelaksana dalam POS Lintas Unit Kerja tidak menunjukan aktor secara 
langsung tetapi menggunakan unit kerja sebagai pelaksana. Penulisan 
pelaksana (aktor) tidak diurutkan secara hirarki tetapi berdasarkan pada 
sekuen kegiatan sehingga kegiatan selalu dimulai dari sisi kiri dan tidak ada 
kegiatan yang dimulai dari tengah maupun sisi kanan dari matriks flowchart. 

- Mutu Baku berisi kelengkapan, waktu, output dan keterangan. Agar POS ini 
terkait dengan kinerja, maka setiap aktivitas hendaknya 
mengidentifikasikan mutu baku tertentu, seperti: waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan (standar 
input) dan juga outputnya. 

- Keterangan berisi hal-hal yang berkaitan dengan POS Lintas Unit Kerja, 
misal terkait POS Internal unit pada kegiatan tersebut. 
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b. POS Internal Unit Kerja merupakan petunjuk tentang cara dan urutan 

instruksi suatu kegiatan yang dilaksanakan, bagaimana, kapan, dimana, 

oleh siapa dilakukan dan berlaku di internal Unit Kerja. POS Internal Unit 

Kerja dibuat oleh Unit Kerja dan ditandatangani oleh Kepala Sub-

Direktorat/Kepala Divisi/Kepala Bagian atau jabatan yang setara dan 

Pimpinan Unit Kerja setelah mendapat hasil penelaahan dari Unit Kerja yang 

menangani urusan organisasi. POS Internal Unit Kerja merupakan POS 

Mikro yang melibatkan pelaku/aktor dalam internal unit. POS Internal unit 

kerja dapat menggambarkan kegiatan secara teknis yang sangat rinci 

mengenai prosedur-prosedur yang berhubungan dengan pekerjaan yang 

bersifat teknis dengan pelaksana/aktor dapat bersifat tunggal berisi cara 

melakukan pekerjaan atau langkah tertentu serta dapat menggambarkan 

kegiatan secara administratif yang melibatkan banyak tim tetapi dalam 

internal unit kerja. 

Format POS Internal Unit Kerja diharapkan dapat lebih mendetail yang akan 
menjabarkan secara teknis alur kegiatan tersebut. Format POS Internal Unit 
Kerja dapat digambarkan dengan format flowchart yang merupakan grafik 
sederhana namun berisi langkah-langkah atau proses dalam pembuatan 
suatu keputusan. Hal yang menjadi ciri dalam format flowchart ini adalah 
simbol-simbol yang mempresentasikan suatu tindakan-tindakan tertentu. 
Simbol-simbol yang dapat digunakan dalam format ini dapat dilihat pada 
gambar 2 berikut ini: 

 

Gambar 2: Simbol Format POS Internal Unit Kerja 

 

 

 

 

 



 

 

Pedo ma n P en yu s u na n PO S  -  2 023  | 6 

 

contoh format flowchart pada POS Internal Unit kerja 

 
Gambar 3: Flowchart POS Internal Unit Kerja 

 

8. Prosedur Penyusuan POS 

Persiapan 

- Membentuk tim dengan kelengkapannya 

- Melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota tim 

- Memberitahukan kepada seluruh unit tentang kegiatan penyusunan POS 

Penilaian Kebutuhan 

- Menyusun rencana tindak penilaian kebutuhan 

- Melakukan penilaian kebutuhan 

- Membuat sebuah daftar mengenai POS yang akan dikembangkan 

- Membuat dokumen penilaian kebutuhan POS 

Pengembangan 

- Pengumpulan Informasi dan Identifikasi alternatif 

- Analisis dan pemlihan alternatif penulisan POS 

- Pengujian dan Reviu 

- Pengesahan POS 

Integrasi dalam Manajemen 

- Perencanaan penerapan 

- Pemberitahuan 

- Distribusi dan Aksibilitas 

- Pelatihan pemahaman 
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Monitoring dan Evaluasi 

- Monitoring 

- Evaluasi 

 

9. Indikator Keberhasilan 

- Karyawan memahami peran dan pekerjaannya 

- Dapat meminimalisir waktu beradaptasi dengan pekerjaan baru 

- Konsistensi dalam pengerjaaan tugas dalam unit yang berbeda 

 

10. Alur Proses 

 

Tahapan Pengembangan POS 

 
11. Ketentuan Umum Lainnya 

1) Prosedur Operasional Standar yang berlaku di ITB diatur dalam Peraturan 

Rektor nomor 1363/IT1.A/PER/TU/2020 tentang Perubahan Pertama Atas 

Peraturan Rektor ITB Nomor 054a/PER/IT1.A/TU/2020 tentang Pedoman 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung. 

2) Semua POS, baik POS Lintas Unit Kerja maupun POS Internal Unit Kerja harus 

di reviu/ditelaah dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Unit Kerja 

yang menangani urusan organisasi. 

3) Prosedur terkait POS lintas unit kerja/makro dapat dilihat dalam POS nomor 

33/IT1.B06/OT.02/2022 tentang Pemutakhiran Prosedur Operasional 

Standar ITB. 

4) Prosedur terkait POS Internal Unit Kerja dapat dilihat pada POS nomor 

24/IT1.B06/OT.02/2023 perihal Verifikasi Prosedur Operasional Standar 

(POS) Mikro (Internal Unit). 

5) Dokumen POS yang telah disahkan dapat di akses melalui website JDIH ITB. 
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12. Lampiran 1: Contoh Format POS Lintas Unit Kerja 
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Lampiran 2 : Contoh Format POS Internal Unit Kerja 
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Lampiran 3: Prosedur Pemutakhiran Prosedur Operasional Standar ITB 
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Lampiran 4: Prosedur Verifikasi Prosedur Operasional Standar (POS) Mikro 

(Internal Unit) 
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Bandung, Juni 2023 
Wakil Rektor Bidang Keuangan,  
Perencanaan, dan Pengembangan, 
 
 
 
 
Ir. Muhamad Abduh, MT.,Ph.D.  
NIP. 19690815 199512 1 002 

 


